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KERANGKA ACUAN KERJA 

 

SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

Bali 

Bidang : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Capaian Dalam RPJMD : 100% 

Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik  

Keluaran/Output Sub Kegiatan :,Terlaksananya Bimtek PPID, Dialog PPID, KBS 

Festival, Pameran Margarana, Pertunjukan Kesenian 

Rakyat dan Layanan Informasi 

Target Keluaran/Output Kegiatan : 117 Kali  

Hasil/Outcome : Persentase Peningkatan Layanan Komunikasi dan 

Informasi Publik 

Jumlah Dana     : Rp. 4.316.749.676 

 

 

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah 

penyebarluasan Informasi dimana hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak Asasi 

Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak 

atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara makin dapat 

dipertanggungjawabkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (clean 

government). 

Peranan dan posisi yang sangat strategis tersebut memikul tanggung jawab yang sangat besar 

terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di Provinsi Bali, 

oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 

2023 merencanakan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Pelayanan dan Penyebarluasan 

Informasi kepada masyarakat. 

 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 adalah Undang-Undang 

yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam 

rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara 

baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada 

Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan kegaitan Badan Publik 

untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif. 

 

 

 

 



 

Merujuk Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik dan menyesuaikan dengan Pergub Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, 

menetapkan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai 

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Bali sedangkan Sekretaris, Kepala 

Bagian dan atau pejabat yang menangani pelayanan di OPD sebagai PPID Pelaksana. Daftar 

Informasi Publik dari seluruh OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Bali dikumpulkan di 

server Diskominfos dan dipublikasikan melalui media website https://ppid.baliprov.go.id dan  

https://balisatudata.baliprov.go.id. Penguatan Sumber Daya Manuasia pengelola pelayanan 

informasi publik dikalukan dengan cara Bimbingan Teknis 3 (tiga) kali dalam 1 tahun yang diikuti 

oleh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Kabupaten Kota se-Bali. Selaian 

penguatan internal juga dilaksanakan sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif dengan narasumber 

dari tokoh-masyarakat, universitas dan kelompok masyarakat, untuk menjaring dan mendapatkan 

masukan dari berbagai sthekholder pemangku kepentingan, terkait pelaksnaan kegiatan Pelayanan 

Informasi Publik di Bali. 

 

I. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

- Program Kegiatan Kolaborasi Bali Smart (KBS) Festival bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat luas serta mempromosikan program-program pemerintah 

Provinsi Bali yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan, sehingga 

masyarakat teredukasi. 

- Bimbingan teknis dilaksanakan untuk Penguatan Sumber Daya Manuasia pengelola 

pelayanan informasi publik dilakukan dengan cara Bimbingan Teknis 3 (tiga) kali 

dalam 1 tahun yang diikuti oleh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dan PPID 

Kabupaten Kota se-Bali. 

- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk menyiapkan dan ketersediaan 

informasi publik serta pelayanan informasi pubik yang sesuai dengan amanat UU No. 

14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, serta Bimtek PPID bertujuan 

untuk memberikan pemahaman kepada PPID Pelaksana dimasing-masing OPD 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta PPID Utama di Kabupaten-Kota se-Bali. 

- Pertunjukan Kesenian Rakyat bertujuan untuk mensosialisasikan Program Pemerintah 

Pusat dan Daerah, dengan metode pementasan bondres. Melalui program ini 

diharapkan masyarakat mendapat informasi yang utuh dan benar. 

- Dialog dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan serta mendapatkan 

masukan dari berbagi pihak termasuk masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan 

penyebarluasan informasi publik. 

https://ppid.baliprov.go.id/
https://balisatudata.baliprov.go.id/


- Pameran Margarana bertujuan untuk mensosialisaikan kepada masyarakat berupa 

dokumen foto dan video, yang menaggamabrkan perjuangan kepahlawanan I Gusti 

Ngurah Rai dan pejuanag lainnya. Kegiatan ini diharapakan mengingatlan Kembali 

jasa-jasa pahlawan kita dan sebaia cerminan semngat juang yang diharapkan bisa 

tumbuh dan menghargai patriotic untuk generasi penerus. 

 

2. Sasaran   

- KBS Festival dengan sasaran Peserta yaitu Instansi Vertikal, Horizontal, UKM, dan 

IKM serta masyarakat umum. 

- Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sasarannya Pejabat Pengelola di 

masing-masing OPD Provinsi Bali. 

- Dialog Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sasarannya Pejabat Pengelola di 

masing-masing OPD Provinsi Bali, Universitas dan Tokoh Masyarakat/LSM. 

- Keterbukaan Informasi Publik sasarannya masyarakat umum (publik) pemohon 

informasi tentang Program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali berbasis online dan 

offline. 

- Pameran Margarana dengan sasaran masyarakat pengunjung disekitar pelaksanaan 

kegiatan yaitu Taman Pahlawan Margarana yang dirangkai dengan Peringatan Hari 

Pahlawan 20 Nopember 

 

II. RUANG LINGKUP 

Lingkup kegiatan Pelayanan Informasi Publik meliputi Kabupaten/Kota seluruh Provinsi 

Bali sebagai berikut : 

A. KBS Festival 

a. Rapat intern membahas rancangan kegiatan 

b. Rapat penentuan tema 

c. Penyusunan tim pelaksana kegiatan 

d. Penyusunan jadwal pelaksanaaan kegiatan 

e. Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Horisontal serta Kominfo Kabupaten/ Kota 

se-Bali 

f. Koordinasi dengan stakeholder lainnya diantaranya Kementerian Kominfo, 

Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali. 

g. Rapat-rapat koordinasi dan pemantapan (Instansi vertikal, horisontal, IKM, UMKM, 

Dekranasda, BUMN, BUMD).  

h. Rapat Pleno 

i. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk pameran booth outdoor di Lapangan Puputan 

Margarana dan sosialisasi melalui website/media sosial 

j. Penyusunan Laporan 



 

B. Bimtek Pengelola PPID 

a. Penyusunan tim pelaksana kegiatan 

b. Penyusunan jadwal pelaksanaaan kegiatan 

c. Koordinasi dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Dinas Kominfo 

Kabupaten/ Kota se-Bali 

d. Koordinasi dengan stakeholder lainnya diantaranya Kementerian Kominfo, Komisi 

Informasi Pusat, PPID Utama Kab/Kota se Bali dan Komisi Informasi Provinsi Bali  

e. Rapat Koordinasi  

f. Sosialisasi dan Pemberian Layanan kepada publik 

g. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk Bimtek 

h. Penyusunan Laporan 

C. Dialog Pengelola PPID 

a. Penyusunan tim pelaksana kegiatan 

b. Penyusunan jadwal pelaksanaaan kegiatan 

c. Koordinasi dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Kominfo 

Kabupaten/ Kota se-Bali 

d. Koordinasi dengan stakeholder lainnya diantaranya Kementrian Kominfo, Komisi 

Informasi Provinsi Pusat, PPID Utama Kab/Kota se Bali dan Komisi Informasi 

Provinsi Bali  

e. Rapat Koordinasi  

f. Sosialisasi dan Pemberian Layanan kepada publik 

g. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk Dialog secara offline dan online straming yotube. 

h. Penyusunan Laporan 

D. Pelayanan Informasi 

a. Pembuatan form Permohonan Informasi dan Permohonan Keberatan  

b. Pembuatan Daftar Registrasi Permohonan Informasi secara langsung dan online 

melalui website dan aplikasi Bali Satu Data dan Email ppid@baliprov.go.id. 

c. Pelaksanaan pelayanan informasi secara langsung di Kantor Diskominfos Provinsi 

Bali 

d. Pelaksanaan pelayanan informasi secara online melalui Sistem Keterbukaan 

Informasi (https://balisatudata.baliprov.go.id) dan email ppid@baliprov.go.id 

 

 

 

 

 

 

https://balisatudata.baliprov.go.id/
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E. Pameran Margarana 

a. Kordinasi dengan pengelola Taman Pahlawan Margarana 

b. Konsep desain stand dan materi pameran 

c. Pengumpulan Materi Pameran 

d. Sosialisasi 

e. Pelaksanaan pameran selam 5 hari, dikemas dalam bentuk pameran foto, video pada 

satu stand dan pementasan hiburan kesenian rakyat. 

 

III. RENCANA PELAKSANAAN 

1. Lokasi Kegiatan Kabupaten/Kota se-Bali 

2. Peserta 

a. KBS Festival dilaksanakan dengan peserta Instansi Vertikal, Instansi Horisontal, 

BUMN/BUMD, PTS dan PTN di Bali, Lembaga Pusat, IKM dan UKM binaan 

Dekranasda Provinsi Bali, Kabupaten/Kota se-Bali 

b. Bimbingan teknis (Bimtek) dan Rapat koordinasi, peserta adalah seluruh PPID yang 

ada di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali. 

c. Dialog dan Rapat koordinasi, peserta adalah seluruh PPID yang ada di Pemerintah 

Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali. 

3. Pelaksana 

a. Bimbingan Teknis (Bimtek), pelaksana adalah Diskominfos Provinsi Bali bekerjasama 

dengan Kementrian Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Pusat, Komisi Informasi 

Provinsi Bali. 

b. Dialog, pelaksana adalah Diskominfos Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementrian 

Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Bali, 

Perguruan Tinggi dan BUMD di Bali. 

c. Rapat Koordinasi, pelaksana adalah Diskominfos Provinsi Bali 

d. Pelayanan Publik pelaksana PPID utama Pemerintah Provinsi Bali 

 

B. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN 

1. Metode Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

2. Semua tahapan dilaksanakan didahului dengan rapat-rapat internal dan rapat dengan instansi 

terkait offline dan virtual, kemudian membuat laporan dan Nota Dinas ke Pimpinan 

(Gubernur dan Sekda) 

 

 

 



 

3. Waktu Pelaksanaan 

a. Bimbingan Teknis (Bimtek) diadakan di Diskominfos Provinsi Bali direncanakan pada 

triwulan ke 1 dan 2 selama 1 hari.  

b. Dialog direncanakan pada triwulan ke 2 dan 3 selama 1 hari. . 

c. Pertunjukan Kesenian Rakyat diselengarakan ke Kabupaten/.Kota di Bali dan saat 

pembukaan/penutupan KBS Festival secara off line dan virtual bekerjasama dengan sekaa 

kesenian di Bali. 

d. KBS Festival dilaksanakan pada Bulan Agustus selama 4 (empat) hari. 

e. Pameran Margarana dilaksanakan pada Bulan Nopember selama 5 (lima) hari. 

f. Pelayanan Publik (PPID), di Diskominfos Provinsi Bali setiap saat pada hari kerja atau 24 

jam melalui website: http://ppid.baliprov.go.id dan https://balisatudata.baliprov.go.id, 

Email: ppid@baliprov.go.id 

 

Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan  

Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik   

Provinsi Bali 

Pelaksana Kegiatan  :   PPTK Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

 

 

C. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN 

- Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan SDM Pelayanan PPID dilaksanakan 3 (tiga) kali 

pada bulan Pebruari, April, Juni, September, dan Oktober pada minggu kedua. 

- Dialog Penguatan SDM Pelayanan PPID dilaksanakan 2 (tiga) kali pada bulan Maret dan 

Mei pada minggu kedua. 

- KBS Festival dilaksanakan pada Bulan Agustus bertepatan dengan peringatan hari jadi 

Pemerintah Provinsi Bali selama 4 (empat) hari. 

- Pameran Margarana dilaksanakan pada Bulan Nopember bertepatan dengan peringatan 

hari Pahlawan selama 5 (lima) hari. 

- Pertunjukan Kesenian Rakyat dilaksanakan 23 kali secara langsung dan virtual. 

- Pelayanan Informasi dilaksanakan selama hari kerja secara langsung (offline) dan 24 jam 

secara online melalui website maupun email. 

 

D. BIAYA YANG DI PERLUKAN 

Besarnya biaya yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar              

Rp. 4.316.749.676,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh 

Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). 

 

mailto:ppid@baliprov.go.id


 

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

a.  Biaya Bimtek Rp. 32.700.000,00 

- Narasumber Rp. 29.200.000,00 

- Moderator Rp. 3.500.000,00 

b. Biaya Dialog Rp. Rp. 14.000.000,00 

- Narasumber Rp. 12.600.000,00 

- Moderator Rp. 1.400.000,00 

c. Biaya Pameran Margarana Rp. 132.600.000,00 

- Penyelenggaraan Pameran Margarana Rp. 125.000.000,00 

- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 7.600.000,00 

d. Biaya Alat Tulis Kantor untuk mendukung administrasi kegiatan Rp. 16.192.300 

e. Biaya Makan dan Minum Rapat Rp.65.385.000,00 

f. Biaya Pertunjukan Kesenian Rakyat Rp. 471.488.000,00 

- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp. 365.000.000,00 

- Biaya Perjalanan Dinas Penjajagan dan Pementasan Rp. 106.488.000,00 

g. Biaya Jasa Tenaga Administrasi Rp. 225.395.376,00 

h. Biaya KBS Festival Rp. 3.215.965.000,00 

- Belanja Jasa Penyelenggara Acara Rp. 3.203.615.000,00 

- Biaya Perjalanan Dinas Sosialisasi Rp. 12.350.000,00 

i. Perjalanan Dinas Luar Kota Rp. 117.184.000,00 

j. Belanja Pengadaan Pendukung Kegiatan Rp. 25.840.000,00 

 

E. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Menyetujui/Mengesahkan   

Pengguna Anggaran  Bali,   

Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Bali 

 PPTK, 

   

 

 

Gede Pramana, S.T.,M.T.  Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si. 

NIP. 19680531 199703 1 002  NIP. 19790924 200803 1 001 

 

 



















































































 

 

 

 

 

website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email diskominfos@baliprov.go.id 

  

 

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) 

KEGIATAN  PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  

DI LINGKUP DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN MEMBANGUN METADATA  SEKTORAL TAHUN 2024 

 

 

I Latar Belakang  

     Undang - Undang  Nomor  16  Tahun  1997  tentang  Statistik dan Peraturan 

Pemerintah  Nomor  51  Tahun  1999   tentang   Penyelenggaraan  Statistik   dan  

 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, pada pasal 31 mengisyaratkan bahwa Perencanaan 

Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan dan Kepala Daerah bertanggung jawab atas 

perencanaan pembangunan di daerahnya. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah harus pula mempertimbangkan data dan informasi atas ketercapaian 

pembangunan dalam berbagai program yang memanfaatkan Anggaran Pusat 

(DAU, DAK, Bagi Hasil) maupun Anggaran Pendapatan Asli  Daerah.  

Amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta 

mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia, bahwa Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk 

mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik sektoral melalui 

Portal Satu Data. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Diskominfos Provinsi Bali dalam Tahun 

2024 pada Bidang Statistik memiliki Sub. Kegiatan Membangun Metadata 

Statistik Sektoral. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format 

yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan 

pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.  

    Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan perencanaan yang 

sistimatis dan komprehensip perlu melakukan langkah awal dengan melengkapi 

http://www.diskominfos.baliprov.go.id/
mailto:diskominfos@baliprov.go.id


 

 

 

setiap tahapan perencanaan dengan data yang akurat/valid dan terstruktur 

sehingga dengan mudah digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah yang baik, karena penyediaan data dan informasi yang 

valid dan berkualitas dapat memberikan dukungan yang nyata bagi perencanaan 

pembangunan di Provinsi Bali, salah satunya melalui kegiatan Membangun 

Metadata Statistik Sektoral. 

 

II Maksud dan Tujuan  

Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri 

khusus suatu populasi. Pencatatan data dan informasi yang terstruktur akan 

mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. 

Memperhatikan peranan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan 

maka maksud dari pelaksanaan kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral 

adalah untuk mempermudah menginventarisir data dan informasi sebagai 

gambaran hasil pembangunan daerah tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah : 

1. Merekam data dan informasi hasil-hasil pembangunan sebagai bahan 

penyusunan rencana pembangunan yang berkelanjutan. 

2. Menyediakan data dan informasi yang lebih berkualitas.  

3. Sinkronisasi dan validasi  data sejenis yang diperoleh dari berbagai sumber 

menuju satu data indonesia. 

  

 

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan 

Sasaran kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral adalah 

OPD/Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota se- Bali.  

  Secara garis besar pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian pokok yakni : 

1. Pengumpulan data dan informasi Pembangunan dari Produsen data sebagai 

bahan penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral dengan melibatkan 

OPD/Instansi Vertikal di Lingkungann Pemerintah Provinsi Bali dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota se - Bali. 

2. Pengolahan, analisis dan validasi data dan informasi Penyusunan Buku 

Metadata Statistik Sektoral. 

3. Pencetakan Buku Metadata Statistik Sektoral 

4. Publikasi/penyebaran buku kepada instansi/lembaga terkait. 

 

  



 

 

 

 

 

IV. Kebutuhan Tenaga Teknis  

Untuk mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan membangun Metadata 

Statistik Sektoral dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan 

spesifikasi teknis pembuatan Metadata Sektoral. Untuk mencapai tujuan 

tersebut diperlukan Tim narasumber untuk bimbingan Teknis membangun 

Metadata Sektoral sebagai berikut : 

 

a. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap kelancaran 

pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan baik 

yang bersifat teknis maupun administrasi. 

b. KeKetua : - mengkoordinasikan, mengarahkan seluruh 

pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun 

administrasi; 

- melakukan monitoring untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; 

- melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan; dan 

- melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan 

kepada Kepala Dinas. 

c. Sekretaris : - melaksanakan penatausahaan seluruh 

administrasi pelaksanaan kegiatan; 

- menyusun Surat Keputusan tentang 

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan; 

- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 

secara berkala kepada Ketua 

e. Petugas Pelaksana 

Teknis/ Anggota 

: - menyusun rencana/ identifikasi kebutuhan 

Data Sektoral sebagai bahan perencanaan 

pada sektor terkait; 

- menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan 

kegiatan; 

- menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan; dan 

- melaporkan hasil pelaksaaan kegiatan 

kepada Ketua. 

 

f. Narasumber : - Menyiapkan materi/makalah yang berkaitan 

dengan Bimbingan Teknis; 



 

 

 

- Menyampaikan paparan materi/bahan 

kepada para peserta bimbingan teknis 

sesuai jadwal yang ditentukan. 

g. 

 

 

 

 

 

 

 

h. 

Moderator 

 

: - Memfasilitasi dan memandu pelaksanaan 

Bimbingan Teknis sesuai dengan Jadwal 

Kegiatan; 

- Merangkum paparan materi Bimbingan 

Teknis dan memberikan kesimpulan hasil 

pertemuan untuk dijadikan bahan acuan 

dalam pertemuan berikutnya. 

 

Peneliti ini diberikan honor sesuai jumlah jam 

kerja dan maksimal 4 jam per hari. 

    

 

V. Waktu Pelaksanaan  

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak 

Januari s.d Desember 2024 

. 

 

JADWAL KEGIATAN 

 

NO URAIAN 
BULAN KET 

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI  AGST SEPT OKT NOP DES   

1 Persiapan                           

  a.  Menyusun SOP                           

  b. Menyusun SK Tim                            

2 Pelaksanaan                           

  
a. rapat persiapan 

bimtek 
                        

  

  
a. koordinasi  ke  

produsen data 
                        

  

  b. Bimtek Metadata  
                          

 

c. Pengumpulan Data 
dan langsung 
verifikasi 

 

            

 

  
c. penerbitan laporan 

lewat portal satu data 
                        

  

  

d. Pembuatan laporan        
    metadata indikator 

sektoral 
                        

  

  

e. Pencetakan Buku  
    metadata indikator 

Sektoral 
                        

  

3 
Koordinasi ke 
Kabupaten/Kota 

            

 

4 
Koordinasi /Konsultasi 
ke Pusat 

            
 

5 Laporan Akhir                           

 



 

 

 

 

 

VI. Sumber dan Rencana Biaya 

Sumber pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di 

Lingkup Daerah Provinsi Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik 

Sektoral bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2024 sebesar Rp. 

179.813.696,- dengan rincian biaya sebagai berikut : 

- Belanja Alat Tulis Kantor   Rp.  19.864.800,- 

- Belanja Kertas dan Cover   Rp.    1.409.400,- 

- Belanja Benda Pos   Rp.       605.000,- 

- Belanja Bahan Komputer   Rp.    2.121.600,- 

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat                      Rp.  14.400.000,- 

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                        Rp.  10.400.000,- 

- Belanja Jasa Tenaga Administrasi        Rp.   69.339.200,- 

- Belanja iuran Jaminan/Asuransi                                Rp.     5.553.696,- 

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa   Rp.   43.900.000,- 

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   Rp.   12.160.000,- 

 

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan 

Produk/keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen hasil pengumpulan, 

pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral. 

 

VIII.  Penutup` 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat 

dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.  

                        

 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
Sub Kegiatan Membangun Metadata  

 

 

Dr. Dewa Made Puspa,S.Kep.Ns.,M.Si  

Pembina Tk. I   
NIP. 19760706 199803 1 004 

 

 

   Bali, 06 Juni 2023 

Gede Pramana  
Pembina Utama Muda   
NIP. 19680531 199703 1 002 

Mengetahui Kepala Dinas 
Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Bali   



 

 

 

  
 

  

 

 

 



 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K ) 

SUB KEGIATAN  PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL  

DI DAERAH TAHUN 2024 

 

I. Latarbelakang 

Statistik menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 memiliki pengertian yang 

luas baik Statistik sebagai data atau informasi yang berupa angka, sebagai sistem 

yang memadukan penyelenggaraan Statistik, maupun sebagai ilmu yang 

mempelajari cara pengumpulan, pengolahan,penyajian, dan analisis data. Ketiga 

pengertian tentang Statistik tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Statistik 

dalam mendukung pembangunan nasional.  

Undang-Undang tentang Statistik juga mengamanatkan bahwa Statistik 

diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan dan 

mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. 

SSN diwujudkan dengan cara membentuk tatanan yang terdiri atas unsur-unsur 

yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalias dalam 

penyelenggaraan Statistik. SSN mengandung arti bahwa semua pihak diharapkan 

mampu menyelenggarakan Statistik, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, 

implementasi, pengumpulan, analisis, diseminasi hingga evaluasi. 

Untuk itulah diperlukan juga sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar 

dan Perangkat Daerah sebagai penyedia data statistik sektoral. Disinilah diperlukan 

kesadaran dan partisipasi aktif dari Perangat Daerah dalam hal penyediaan data 

sektoral. Dengan data sectoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan 

akan lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing 

Perangkat Daerah, maka diperlukan suatu sistem informasi Statistik yang mampu 

menyajikan data sektoral secara terintegrasi sebagai mana diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

Berkenaan dengan Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Daerah dan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan maka Penyusunan APBD dilakukan 

dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja melalui pendekatan prestasi kerja 

yang berorientasi pada pencapaian output/keluaran dari input/masukan yang 

direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 agar 



mengutamakan pencapaian output/hasil melalui pelaksanaan program dan kegiatan. 

Hal ini berarti penyusunan rencana anggaran untuk program dan kegiatan dilakukan 

secara terintegrasi sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta 

dapat dipertanggungjawabkan 

Didalam mendukung program kerja dan agenda kerja pembangunan,dalam hal 

ini kegiatan Statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Bali pada Bidang Statistik diharapkan kedepannya mampu menyediakan 

dan mempublikasikan data hasil Pembangunan di Provinsi Bali melalui Portal Satu 

Data dan Penyebarluasan hasil pembangunan Bali kepada masyarakat.  perlu 

melakukan langkah awal dengan melengkapi setiap tahapan perencanaan dengan 

data yang akurat/terukur dan terstruktur sehingga dengan mudah digunakan sebagai 

bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik, karena 

penyediaan data dan informasi yang akurat/terukur dan berkualitas dapat 

memberikan dukungan yang nyata bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Bali. 

Serta dapat dipergunakan oleh pengguna data/masyarakat luas. 

Selanjutnya data dimaksud perlu adanya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik 

Sektoral untuk meyakinkan ke OPD terkait sebagai produsen data diharapkan 

kemandiriannya dalam melaksanakan kegiatan statistik di instansinya untuk harapan 

kedepannya menjadi Satu Data Bali, yang tujuannya adalah: 

a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat 

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar 

Instansi Provinsi dan Instansi Kabupaten sebagai dasar perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; 

b. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta 

perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada 

Data; dan 

c. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-

undangan. 

 
II. Maksud dan Tujuan 

Memperhatikan peranan data Statistik dalam rangka kemandirian 

penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral oleh Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Sebagai kontrol atas setiap tahap kegiatan/ ruang lingkup kegiatan yang 

terjadi dalam suatu penyelenggaraan statistik di daerah, dimana dalam hal ini 

diharapkan kemandirian di masing-masing Perangkat Daerah untuk 

menyelenggarakan kegiatan statistik. Dalam hal ini peran Dinas Komunikasi, 

Informatika, dan Statistik Provinsi Bali yang sudah tertuang didalam Peraturan 



Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, 

adalah sebagai Walidata yang mempunyai fungsi yaitu :  

a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai 

dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; 

b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat 

Provinsi/Simpul Jaringan Daerah khususnya di Provinsi Bali melalui website  

https://balisatudata.baliprov.go.id/ ; dan  

c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data. 

Ketiga fungsi atau tugas Walidata dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Provinsi Bali khususnya di Bidang Statistik di Tahun 2024 merupakan 

kesesuaian dengan adanya kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral 

di Daerah. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah Sosialisasi sebagai upaya 

terlaksananya penyebarluasan Data Statistik Sektoral di Provinsi Bali pada Portal 

Satu Data dan Media lainnya. 

 

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan 

Adapun sasaran dan ruang lingkup kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi 

Statistik Sektoral di Daerah mencakup 11 (sebelas) Sektor Bidang Pembangunan 

yang terdiri dari :  

1. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan  

2. Ketentraman dan Ketertiban 

3. Hukum dan Penyelenggaraan Negara 

4. Agama 

5. Kebudayaan 

6. Sumber Daya Manusia 

7. Ekonomi 

8. Infrastruktur  

9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

10. Pembangunan Daerah/Wilayah 

11. Program Unggulan Daerah 

 
IV. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 

Tahun 2024 dari Bulan Januari s.d Desember 2024. Matrik kegiatan tersebut 

dijabarkan sebagai berikut : 

 

 

https://balisatudata.baliprov.go.id/


 

 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

a. Penyusunan SK Tim Kegiatan

b. Penyusunan SOP

c. Persetujuan dengan Disperindag mengenai 

Pengadaan Belanja Modal

a. Sosialisasi Kegiatan

b. Rapat

c. Pelaporan Realisasi Anggaran Keuangan dan Fisik 

ke dalam Aplikasi SIEP

a. Koordinasi ke Kabupaten/Kota (Dalam Daerah)

b. Koordinasi ke Luar Daerah

a. Merekap dan Memilah Data Bali Membangun ke 

dalam 11 Sektor Bidang Pembangunan

b. Pencetakan Buku (Bali Membangun)

5
Publikasi Data Bali Membangun (website  

balisatudata.baliprov.go.id  )

a. Laporan Akhir Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Tahun 2024

6

3

4

Pesiapan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Perjalanan Dinas 

Diseminasi 

2

Evaluasi Kegiatan

No Uraian
Bulan

Ket

1



V. Sumber dan Rencana Biaya 

Sumber pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di 

Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2024. Nilai Anggaran kegiatan tersebut berjumlah Rp. 147.835.400,- 

dengan rincian biaya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Uraian Belanja Jumlah (Rp)

Belanja Alat Tulis Kantor 10.126.100Rp               

- ATK 306.500Rp                    

- Fotocopy Hitam Putih 2.161.200Rp                 

- Spanduk 256.800Rp                    

- Cetak Buku Bali Membangun 7.401.600Rp                 

Belanja Kertas dan Cover 740.000Rp                   

- Kertas HVS F4 740.000Rp                    

Belanja Benda Pos 250.000Rp                   

- Materai 250.000Rp                    

Belanja Bahan Komputer 2.821.300Rp                 

- Tinta/Toner

Spesifikasi : Tinta Epson C13T664199Black 70Ml

Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson

L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455

265.200Rp                    

- Tinta/Toner

Spesifikasi : Tinta Epson C13T664299 Cyan 70Ml

Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson

L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455

265.200Rp                    

- Tinta/Toner

Spesifikasi : Tinta Epson C13T664399 Magenta

70Ml Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson

L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455

265.200Rp                    

- Tinta/Toner

Spesifikasi : Tinta Epson C13T664499 Yellow 

70Ml

Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson

L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455

265.200Rp                    

- Tinta/Toner

Spesifikasi : Tinta HP 17A Black LaserJet Toner

Cartridge CF217A

1.760.500Rp                 

5 Makan Minum 
9.900.000Rp                 

6 Honorarium Narasumber
10.800.000Rp               

7
Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Iuran 

BPJS dan THR 75.131.792Rp               

8 Perjalanan Dinas 
23.396.000Rp               

9 Belanja Modal Komputer
14.670.208Rp               

147.835.400Rp             TOTAL

4

1

3

2



VI. Produk/Keluaran 

Hasil keluaran dari Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di 

Daerah Tahun 2024 berupa Buku Bali Membangun yang mencakup 11 (sebelas) 

Sektor Bidang Pembangunan di Provinsi Bali. 

 

VII. Penutup 

Dengan tersusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyelenggaraan 

Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Tahun 2024 dapat dipergunakan sebagai  

pedoman atau acuan didalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya pedoman ini 

diharapkan mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan 

dilaksanakan, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana  dengan baik dan sesuai 

dengan jadwal/matrik kegiatan yang telah tersusun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada 
Sub Kegiatan Penyelenggaraan 
Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah, 

Gede Pramana 
NIP. 19680531 199703 1 002 

 Dr. Dewa Made Puspa, S.Kep.Ns., M.Si 
NIP. 19760706 199803 1 004 

           
       Bali, 06 Juni 2023  

Mengetahui 
Kepala Dinas Komuniksi, 
Informatika, dan Statistik 
Provinsi Bali,  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email diskominfos@baliprov.go.id 

  

 

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) 

KEGIATAN  PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  

DI LINGKUP DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, 

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DAN DISEMINASI 

 DATA STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024 

 

 

I Latar Belakang  

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di 

bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian maka pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 

akan disinergikan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan tujuan pada 

misi 22, yaitu : Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang 

efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan 

pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah sesuai visi Nangun Sat 

Kerthi Loka Bali. Pemerintah Provinsi Bali tentunya berupaya mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai upaya 

mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan dan 

akuntabel. Dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) 

dan menjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan 

berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN), sedikit tidaknya menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara 

pihak Pemerintah Daerah dengan publik/masyarakat, menjamin keterbukaan 

informasi publik, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi dalam 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis 

saluran yang tersedia, penyediaan layanan data dan informasi yang akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan 

efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

http://www.diskominfos.baliprov.go.id/
mailto:diskominfos@baliprov.go.id


 

 

 

Kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat dalam 

mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel wajib 

didasarkan pada data dan informasi. Data dan informasi mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dimana 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa rencana 

pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang benar dan akurat akan 

dapat mempermudah analisis terhadap indikator keberhasilan pembangunan 

yang telah dicapai, serta pelaksanaan identifikasi terhadap kecenderungan 

perkembangan sektor-sektor pembangunan serta perkiraan kebutuhan 

anggaran dimasa datang sehingga pelaksanaan rencana pembangunan dapat 

dilaksanakan sesuai perkembangan di lapangan.  

Selain itu dengan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 

2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi yang menyebutkan 

perangkat daerah yang melaksanakan urusan Statistik dikatakan sebagai 

Walidata yaitu sebagai satu – satunya perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi yang bertugas mengumpulkan dan menyebarluaskan 

data dan informasi statistik sektoral. Disebutkan juga dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah bahwa pengelolaan data dilakukan oleh Bappeda, Walidata dan 

Produsen Data. 

Atas kondisi diatas, dalam mendukung pencapaian sasaran tujuan 

dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 yang didukung dengan 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika 

Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 maka Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral perlu dilakukan yang mencakup pengumpulan, pengolahan 

dan analisis beberapa data statistik sektoral untuk mendapatkan data dan 

informasi yang valid. 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

pada pasal 352 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa “ Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi 

Kinerja Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota.” Dalam era desentralisasi, ketersediaan data dan informasi 

yang mampu memenuhi kebutuhan daerah dalam pembangunan daerah 



 

 

 

sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. 

Selain itu daerah membutuhkan pemahaman akan potensi dan kekuatan yang 

dimiliki serta kebutuhan daerah (local needs). Oleh karena itu, melalui 

penyusunan  beberapa data analisis statistik sektoral akan dapat diperoleh 

data dan informasi yang menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah. 

 

II Maksud dan Tujuan  

Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau 

ciri-ciri khusus suatu populasi. Pencatatan data dan informasi yang terstruktur 

akan mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan 

daerah. Memperhatikan peranan data dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan maka maksud dari pelaksanaan sub kegiatan adalah 

melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan, pengolahan dan 

analisis data statistik sektoral sehingga data dan informasi dapat 

dipublikasikan melalui Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali. 

Sedangkan tujuan sub kegiatan adalah menyusun hasil koordinasi dan 

sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis data statistik sektoral dari 

beberapa sektor melalui identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data 

melalui Aplikasi Data Sektoral https://datasektoral.baliprov.go.id, verifikasi 

dan validasi serta pengolahan dan analisis data.  

 

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan 

Kegiatan ini mempunyai sasaran utama yaitu tersusunnya hasil 

koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

diseminasi data statistik sektoral dari beberapa sektor. Sedangkan ruang 

lingkup kegiatan ini adalah mengumpulkan data melalui Aplikasi Aplikasi Data 

Sektoral https://datasektoral.baliprov.go.id , mengolah dan menganalisa 

data statistik sektoral.  

 

IV.  Kebutuhan Tenaga Teknis. 

Untuk mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan 

spesifikasi teknis pekerjaan dalam pengelolaan data. Untuk mencapai tujuan 

tersebut diperlukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, 

Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebagai berikut : 

 

 

https://datasektoral.baliprov.go.id/
https://datasektoral.baliprov.go.id/


 

 

 

a. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap kelancaran 

pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan baik 

yang bersifat teknis maupun administrasi. 

 

b. KeKetua : - mengkoordinasikan, mengarahkan seluruh 

pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun 

administrasi; 

- melakukan monitoring dan supervisi untuk 

kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

- melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan; dan 

- melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan 

kepada Kepala Dinas. 

 

c. Wakil Ketua : - membantu ketua dalam mengkoordinasikan 

dan mengarahkan seluruh pelaksanaan 

kegiatan; 

- membantu ketua melakukan monitoring dan 

supervisi untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan; 

- membantu ketua melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan kegiatan; dan 

- membantu ketua dalam menyusun pelaporan 

kegiatan. 

 

d. Sekretaris : - melaksanakan penatausahaan seluruh 

administrasi pelaksanaan kegiatan; dan 

- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 

secara berkala kepada Ketua. 

 

e. Anggota : - menyusun rencana/ identifikasi kebutuhan 

Data Sektoral sebagai bahan perencanaan 

pada sektor terkait; 

- menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan 

kegiatan; 

- menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;  

- melakukan pengumpulan data dan metadata 

melalui Aplikasi Data Sektoral dan 



 

 

 

- melaporkan hasil pelaksaaan kegiatan 

kepada Ketua. 

 

f. Anggota (BPS) 

 

: - merumuskan metode validasi data, 

pengolahan dan analisa data; 

- menyusun materi dan mengkoordinir 

pelaksanaan validasi data jika diperlukan;  

- memantau pelaksanaan validasi data jika 

diperlukan; 

  

 

 - mengumpulkan data hasil validasi, 

melakukan tabulasi dan pengolahan data 

sesuai dengan metode yang sudah disusun; 

- melakukan pengolahan dan analisis data 

hasil kompilasi data administrasi  

- melakukan koordinasi untuk melakukan 

analisis; 

- merumuskan dan menyimpulkan hasil 

analisis ; dan 

- melaporkan hasil rumusan  kepada Ketua. 

 

g. Staf Sekretariat : - membantu dan menyiapkan seluruh 

administrasi fisik maupun keuangan 

pelaksanaan kegiatan; 

- membantu dan menyiapkan pembiayaan 

serta penyelesaian administrasi keuangan 

guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

kegiatan; 

- membantu dan menyiapkan administrasi 

pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan 

- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan 

kepada Sekretaris. 

 

V. Waktu Pelaksanaan  

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan 

terhitung Januari 2024 s.d Desember 2024. 

 

 

 



 

 

 

JADWAL KEGIATAN 

 

NO URAIAN 
BULAN KET 

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI  AGST SEPT OKT NOP DES  
 

1 Persiapan                           

  a.  Menyusun SOP                           

  b. Menyusun SK Tim                            

2 Pelaksanaan                           

  
a. Identifikasi  
    Kebutuhan Data 

                        
  

  a. Rapat Koordinasi                           

  b. Pengumpulan Data                           

  
c. Verifikasi dan  
    Validasi Data 

                        
  

  
d. Pengolahan dan        
    Analisis Data 

                        
  

  

e. Finalsasi Buku Data 
Statistik Sektoral dan     
Buku Pengolahan dan 
Analisis Data 

                        

  

  
f. Pencetakan Buku  
   Data Statistik Sektoral 

                        
  

 

g. Pencetakan Buku 
    Pengolahan dan  
    Analisis Data 

            

 

3 
Koordinasi ke 
Kabupaten/Kota             

 

4 
Koordinasi /Konsultasi 
ke Pusat             

 
5 Laporan Akhir                           

 

 

VI. Sumber dan Rencana Biaya 

Sumber pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di 

Lingkup Daerah Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 

bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2024 sebesar Rp. 176.570.196,- 

dengan rincian biaya sebagai berikut : 

- Belanja Alat Tulis Kantor   Rp.    1.563.300,00 

- Belanja Kertas dan Cover   Rp.    1.044.000,00 

- Belanja Benda Pos   Rp.       275.000,00 

- Belanja Bahan Komputer   Rp.    2.600.000,00 

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat                      Rp.  17.100.000,00 

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                        Rp.  80.490.000,00 

- Belanja Jasa Tenaga Administrasi        Rp.  34.699.600,00 

- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi           Rp.    2.866.296,00 

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa   Rp.  29.092.000,00 

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   Rp.    6.840.000,00 

 

 

 



 

 

 

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan 

Produk/keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral. 

 

VIII.  Penutup` 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat 

dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.  

                        

 

 

 Bali, 06 Juni 2023 

Mengetahui 

Kepala Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

 

 

 

 

 

Gede Pramana  
Pembina Utama Muda   
NIP. 19680531 199703 1 002 

 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan 
Analisis dan Diseminasi Data Statistik 
Sektoral  

 

 

 

Dr. Dewa Made Puspa,S.Kep.NS,M.Si 
Pembina  
NIP. 19760706 199803 1 004 
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